WACANA HUKUM VOL.VIII, NO. 1, APRIL 2009

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI MEDIA INTERNET (E-COMMERCE)

DAHLIA ,SH,M.H
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstarct: Protection toward consumers in intern&-cpommerce) transaction covers
protection toward privacy, accuracy, property, aadcessibility in digital
signature. It is stated in clause 4 of UPPK. If ilation happens in the
transaction, one can ask for a way out both indbert or out of court.

Keywords: consumers’ protection, E-commerce

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan paolses komunikasi, peranan
komunikasi semakin penting akibat dari tuntutamfigks dunia modern yang serba
cepat. Salah satu teknologi yang berhasil menjawedlituhan tersebut adalah teknologi
internet. Hingga saat ini belum ada kesepakataggiindiantara para pakar mengenai
definisi E-Commercgkarena setiap pengamat dari praktisi memberikarekanan yang
berbeda, hal ini disebabkan permasalalia@ommerceadalah permasalahan yang
kompleks baik di pandang dari perspeksdinsteknologi, maupun dipandang dari
perspektif ekonomi dan hukum.

Menurut Kamlesh K.Bajaj dan Debjani Nag. MengataEa@ommercemerupakan
suatu bentuk pertukaran informasi bisnis tanpa memakan kertaBapersless Exchange
Of Business Informatign melainkan dengan menggunakan EMHlettronic Data
Interchangg, Elekronic Mail (E-mail) Electronic Buletin Boards(EBB), Electronic
Funds Transfe(EFT) dan melalui teknologi jaringan lainnya (M.pa&sl Sanusi,2001:14-
16).

Sedangkan menurut Kalalota dan Whindg&tGommercéebih ditekankan pada aspek
sosio- ekonomi yaituE-Commerceadalah sebuah metodelogi bisnis modern yang
berupaya memenuhi kebutuhan organisasi para peglag@am konsumen untuk
mengurangi biay@ost) meningkatkan kualitas barang dan jasa serta mkaikan
kecepatan jasa layanan pengantaran barang (M.A&ymausi, 2001:14-16) Ada beberapa
faktor yang memperkuat proses perdagangan yang |sedidasarkan pada kertas,

sekarang ini beralih kepada media elektronik ydiahwa E-Commerce memiliki
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kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan stiap pelanggan dapat

mengakses seluruh informasi yaog to datedan terus menerus, dapat mendorong
kreatifitas dari pihak penjual secara cepat daattelan pendistibusian informasi yang

disampaikan berlangsung secara priodik, menciptakiaiensi yang tinggi, murah serta

informatif, dapat meningkatkan kepuasan pelanggangan pelayanan yang cepat,
mudah dan aman (Budi Agus Riswandi, 2003:115-116).

Menurut Anastasia Diana perkembangBrCommercejuga disebabkan karena
memberikan beberapa dampak positif bagi aktifiemgsaran, diantaranya memudahkan
promosi produk dan jasa secara interaktif deal-time melalui sarana komunikasi
langsung via internet, menciptakan saluran dissiidbaru yang menjangkau lebih
banyak pelanggan di hampir semua belahan duniaberkan penghematan signifikan
dalam hal biaya pengiriman informasi, menekan wakiklus dan tugas-tugas
administratif terutama pemasaran internasional imdéa pesanan hingga pengiriman
produk, layanan pelanggan yang lebih responsifrdeamuaskan, menghemat waktu dan
biaya dalam menangani pesanan karena sistem pemaskektronik memungkinkan
pemesanan yang lebih cepat dan akurat (Anastaa@P2001:77-78).

Dilihat dari hubungan subjek, dalal-Commerceada berbagai jenis transaksi,
diantaranya :

a. Business to busingB2B)

Model tansaksi E-Commerce ini banyak digunakan, hal ini meliputinter

Organizational SysterilOS) transaksi dengan segera dari transaksi pskironik

antara organisasi dan mempunyai karakteristik selmgyikut:

1. Trading partnersyang sudah diketahui pada umumnya memiliki hubongang

cukup lama.

2. Pertukaran datB@ta Exchanggeberlangsung berulang-ulang dan secara berkala.

3. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untekgirimkan data.

4. Model umum digunakan adalaeer-to peeatau dari titik ke titik lainnya.

b. Business to consumés2C)
Merupakan model transakE-Commercedimana satu pelaku adalah sebagyail-

user secara umum transaksi ini pada dasarnya samaamleog@l beli, pembeli
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berkedudukan sebagand-useratas barang yang diperdagangkan, ciri-ciri trasisak
B2C adalah:

1. Terbuka untuk umum .
Servis yang diberikan bersifat umumgetferiQ dengan mekanisme yang dapat
digunakan oleh halayak ramai.

2. Servis yang diberikan berdasarkan permohonan.

Apabila dilihat dari tujuan pembeliannya, konsumebusinessbisa dibedakan
menjadi dua, yaitu konsumen individual, yang mekaku pembelian untuk konsumsi
pribadi dan atau rumah tangganya dan konsumen iseg@onal, yang melakukan
pembelian untuk tujuan dijual lagi, disewakan, dgas lebih lanjut, digunakan untuk
melayani masyarakat dan tujuan bisnis atau orgsirle@aya.

Beberapa permasalahan yuridis yang timbul dengamyadtransaksE-Commerce
diantaranya adalah perlindungan konsumen karerexdyed kateristik khnag-Commerce
akan menepatkan pihak konsumen pada posisi yarghlatau bahkan dirugikan. Seperti
perusahaan di internghg internetmercaharj tidak memiliki alamat secara fisik di suatu
negara tertentu, sehingga menyulitkan konsumenkumengembalikan produk yang
tidak sesuai dengan pesanan, konsumen sulit mehlapgeominan untuk mendapatkan
local follow up service or repaidan masalah mekanisme pembayaran, perlindungan

terhadap data-data individual konsumen yang dibarkepada pihak perusahaan.

PEMBAHASAN

Penerapan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tergaripndungan konsumen
terhadap transaksi jual beli melalui media inte{BeCommercgDalam Pasal 1 angka 2
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menyebut@msumen adalah setiap
orang pemakai barang baru atau jasa yang terseal@mdmasyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga maupun makhéik tan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pasal tersebut membagi konsumen atas 2 k@itsumen akhir dan konsumen
antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau peataafhir dari suatu produk,

sedangkan konsumen antara adalah orang yang mexggursuatu produk sebagai
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bagian dari proses produksi suatu produk lainnyaniut Az Nasution, konsumen akhir
adalah setiap orang yang mendapatkan barang danjesa untuk tujuan memenuhi
kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan atau runehgga dan tidak untuk
diperdagangkan kembali. Sedangkan konsumen antdataha setiap orang yang
mendapatkan barang dan jasa untuk tujuan dipend&ga kembali.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan perlindukgasumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untukRlbmekan perlindungan kepada
kosumen. Sedangkan menurut Az Nasution hukum koesusdalah keseluruhan asas-
asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan ahagahyediaan dan penggunaan
produk (barang/dan jasa) antara penyedia dan peagga, dalam kehidupan
bermasyarakat sedangkan pengertian perlindungasukten sebagai bagian khusus dan
hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas diah#aidah yang mengatur dan
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahepgenglan penggunaan barang
(Az Nasution, 2003:3).

UUPK tidak saja mengatur hak dan kewajiban dariskomen tetapi juga hak dan
kewajiban dari pengusaha. Menurut Pasal 4 UUPK loes memiliki hak antara lain
hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, datsmgkomsumsi barang dan atau
jasa, hak untuk memilih barang dan/jasa serta npatkian barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jamysanrg dijanjikan., hak atas informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi damrjan barang/atau jasa, hak untuk
didengar pendapat dan keluahannya atas barangalajdaa yang digunakan, hak untuk
mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya pesajah sengketa perlindungan
konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan peaarbian pendidikan konsumen,
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bejpgur serta tidak diskriminatif, hak
untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ataggantian a barang dan/jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tgktlagaimana mestinya, hak —hak yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-unddagaya.

Selain memperoleh hak, sebafalancekonsumen juga diwajibkan untuk membaca
dan mengikuti petunujuk informasi dan prosedur pgeri@an atau pemanfaatan barang

dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatarnkaiiik dalam melakukan transaksi

40



WACANA HUKUM VOL.VIII, NO. 1, APRIL 2009

pembelian barang dan/atau jasa, membayaran sesugar nilai tukar yang disepakati,
mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa penigah konsumen secara patut.

Sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikgadiekonsumen, kepada pelaku
usaha diberikan juga hak untuk menerima pembayaesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasagydiperdagangkan, mendapatkan
perlindungan hukum dari tindakan konsumen yangktitaritikad baik, melakukan
pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaianrhudengketa konsumen, rehabilitasi
nama baik a tidak terbukti secara hukum kerugiansiumen tidak diakibatkan oleh
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, danakakdng diatur dalam perundang-
undangan lainnya.

Selain memperoleh hak tersebut, sebdgdancepengusaha juga diwajibkan untuk
beritikad baik dalam melakukan usahanya, membeiikEonmasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/gaa, serta memberikan penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, mempedakakau melayani konsumen
secara benar dan jujur serta tidak diskriminaténfamin mutu barang dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkardatamutu barang dan/jasa yang
berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumerk um&mguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikdratiingaransi atas barang yang dibuat
dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberikan ksape ganti rugi atau penggantian
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dannfeaten barang dan/ atau jasa yang
diperdagangkan, memberikan kompensasi ganti ragi d@tau penggantian apabila
barang dan/atau jasa diterima atau dimanfaatkak idsuai dengan perjanjian.

Indonesia belum memiliki undang-undang tentaBgCommerce maka untuk
memberikan perlindungan terhadap konsumen, hanydiattang Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada bpheprinsip yang harus di
tegakkan sebagai solusi penegakan hukum perlindukgagsumen yaitu.

1. Menegakkan larangan yang dikatagorikan sebagaakand pelaku usaha yang dapat
menghambat perdagangan.

2. Larangan bagi tindakan pelaku usaha yang meng#kibderkurangnya persaingan,
mengandung hak untuk setiap anggota masyarakakt digarbolehkan menjalankan

aktifitas ekonomi.
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3. Larangan yang memungkinkan pelaku usaha untuk tidakberikan pilihan bagi
konsumen, larangan ini ditujukan supaya pelaku aismlak mengupayakan adanya
pemusatan kegiatan produksi dan pemasaran (Ahma&hamli, 2002:15-16).

Sejauh mana UUPK dapat melindungi hak konsumemd#iansaksiE-Commerce
terutama dalam perlindungan dalam penggurbgital signatur Hak konsumen tersebut
adalah merupakan kewajiban dari produsen atau [mmgara jasa, diantaranya
menjamin: privacy, accuracy, propertydan accesibility konsumennya (Riyeke
Ustadiyanto;2001:336). Privagyermuat dalam Pasal 4 butir 1 UUPK. Ketika koneom
(Subcriber)ymeng-applkepada penyelenggara jagze(tificate Authority/CA konsumen
akan diminta keterangan mengenai identitasnya,r besdlnya keakuratan dari identitas
tersebut tergantung dari jenis sertifikat terselatmakin tinggi tingkat sertifikat maka
semakin akurat pula identitas sebenarnya dari konasu

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan adalah @hagai penyimpan data, wajib
menjaga kerahasiaan identitas konsumen dari pilsaig Yerkepentingan. CA hanya
boleh mengkonfirmasikan bahwa sertifikat yang dknibleh konsumen adalah benar
dan di akui oleh CA dibeberapa negara maju, dalbeagi mendapat perlindungan dalam
undang-undang yang tercantum prinsip perlindungda gang harus ditaati oleh orang-
orang yang menyimpan atau memproses informasi demganggunakan komputer.
Mereka dapat mengajukan pengaduan dan a meragapu@ds tentang cara organisasi
yang mengumpulkan informasi dan menurut keadaadaeaaterentu dan berhak untuk
menuntut ganti rugiAccuracy termuat dalam Pasal 4 butir 2, 3 dan 8 UUPK, rdala
prinsip ini terkandung pengertian “ketepatan” amtapa yang diminta dan apa yang
didapatkannya. Bahwa apa yang didapatkan oleh kogisusesuai apa yang diminta
berdasarkan informasi yang diterimanya. Ketetapdiormasi juga merupakan prinsip
accuracy CA berkewajiban untuk memberitahukan segala &atgan yang berkaitan
dengan penawaran maupun permintaan yang diajikaperty, termuat dalam Pasal 4
butir 8 UUPK, konsumen harus dilindungi hak milienydari penyimpangan yang
mungkin terjadi akibat masuknya konsumen dalaminsigtigital signature, artinya
konsumen berhak dilindungi dari segala bentuk pgagyan, penggandaan dan pencurian.
Jika hal ini terjadi maka CA berkewajiban mengg&etiugian yang di derita konsumen.

Accessubility termuat dalam Pasal 4 butir 4,5,6 dan 7 UUPK,waaletiap pribadi
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berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mesgyakformasi, artinya setiap
konsumen bisa masuk dalam sistdigital signature jlka memenuhi syarat dan bisa
menggunakan sistim ini tanpa hambatan dan konsyngenberhak di dengar pendapat
dan keluhannya. Dalam kaitannya dengan penggunggital signature CA dalam
kedudukannya yang lebih kuat harus bisa menjamkrha& konsumen terutama dalam
perjanjiaan antara CA dengan konsumen. Perjanjang Wiajukan tidak berat sebelah,
sehingga konsumen tidak mempunyai posisi lemahulntenutup resiko dari produk-
produk yang cacat CA dapat mengasuransikan resiselut, hal ini untuk mengurangi
beban yang di tanggung oleh CA a suatu saat adsukmn yang menuntut CA karena
merasa dirugikan.

Masalah hukum menyangkut konsumen semakin menaksajan adanya transaksi
E-Commerceyang dilakukan dengamerchandi negara lain. Pada jual beli jarak jauh
seperti ini, kecurangan sering kali terjadi dankonen harus dilindungi. Kecurangan
dapat terjadi yang menyangkut tentang keberadaajugle barang yang dibeli, harga
barang,purches orderdan pembayaran oleh pembeli. Dalam patches orderyang
dikirimkan secara elektronik dan atau harga perbaiang yang dipesan oleh pembeli
dikatakan lebih tinggi dari harga yang dicantumkbaalam purches oderdapat pula
terjadi bahwa penjual mengaku belum menerima bayadari pembeli, sedangkan
kenyataan pembeli sudah mengirimkan pembayaranmyak useluruh harga barang
(Mariam Darus Badrulzaman, 2002:347).

Rawannya transaksi melalui media interretCommerce menyebabkan konsumen
ragu untuk melakukan transaksi tersebut, untuk diperlukan usaha-usaha untuk
memberikan pengamanan terhadap transakKSommercgbaik yang bersifat preventif
maupun bersifat represif. Usaha yang bersifat ptéfelapat berupa sikap konsumen
yang selalu berhati-hati dalam belanja, konsumerushanengetahui apakah toko
elektronik yang dikunjungi dapat dipercaya. Selainpenjual harus menyediakan sistim
pengamanan dalam transaksi, saat ini ada dua nasdekgbanyakan dipakai perdagang
yaitu:

1. Metode secure socker lay€3SL) yaitu
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SLL melindungi informasi pribadi dalam kotak ant&@nsumen dengan pedagang,
keamanan data yang dikirim melalui jaringan juggatein. Konsumen dalam
melakukan transaksi harus memastikan bahwa dasebigr sudah dalam bentuk
enskripsi yang baik. Hal ini dapat dipastikan d@pedksa melalui tampilan dalam
sebuah icon kecil dalam bentuk gambar kunci darcikiersebut tidak boleh patah
atau rusak pada saat melakukan transaksi. Seldinathgambar kunci tersebut, dapat
juga diperiksa situsnerchanyang biasanya diawali dengdritp, harus berubah

menjadihttpspada saat proses transaksi.
2. Metode Secure electronik transacti(BET)

SET menggunakan sertifikat digital untuk membukiikbahwa konsumen dan
pedagang memiliki hak untuk menggunakan dan memekartu kredit SET alat
elektronik yang berfungsi bagnerchanuntuk memeriksa tanda tangan konsumen
pada bagian belakang kartu kredit. SET memberikara dagi konsumen dan
pedagang untuk mengidentifikasi satu sama lain lsebanelakukan transaksi

sehingga pembayaran dapat terjamin kebenarannyaafttMakarim, 2003:231-232).

Usaha yang bersifat representatif adalah pembantyeraturan-peraturan yang
khusus mengaturE-Commerce Diantaranya yang dapat dijadikan pedoman bagi
pembuatan peraturdixCommercedalah:

1. Uncitral Model law of E-Commerce
Prinsip utama yang digariskan didalamnya:

a. Segala informasi elektronik dalam bentuk data ebelik yang dapat dikatakan

untuk memilik akibat hukum keabsahan.

b. Dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu inforimasis dalam bentuk

tertulis, maka suatu data elektronik dapat memesydnat untuk itu.

c. Dalam hal tanda tangan maka suatu tanda tangatraglidk merupakan tanda

tangan yang sah.
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d. Dalam hal kekuatan pembuktian dari data yang bgksaan maka data message

mempunyai kekuatan pembuktian.

. Electronic Transaction Adli Singapura

Terdapat beberapa hal yang digariskan didalamnya:

a. Tidak ada perbedaan data elektronik dengan dokkeras.

b. Suatu data elektronik dapat menggantikan suaturdehkuertulis.
c. Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektroni

d. Suatu data elektronik dapat merupakan alat bulgedgadilan.

e. Jika suatu data elektronik telah diterima oleh pgahmk maka mereka itu harus

bertindak sebagaimana kesepakatan dalam datauerseb

. Eu Model Law Electronic Commerce

Terdapat hal penting yang harus diperhatikan :

a. Setiap negara anggota akan memastikan bahwa sistekum mereka

memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakanaalektronik.

b. Namun negara anggota dapat pula mengadakan petigadeahadap ketentuan

diatas dalam hal ini :
1) Kontrak dalam menciptakan/ melakukan pengadilasratd estate
2) Kontrak yang diatur dalam hukum keluarga.
3) Kontrak penjamin.
4) Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.
4. Upaya hukum yang dapat dilakukan a terjadi wanpsestalam transaksi melalui

media interne-Commerce
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Dalam transaksi jual belE-Commercetidak menutup kemungkinan terjadinya
wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihaekai®ng yang menjadi masalah adalah
upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihal yaerasa dirugikan. Dalam UUPK
penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Badm¥ terdiri dari empat pasal, mulai
dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Melalunketa Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat
diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa koesutapat dilakukan dua pilihan
yaitu:

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan seagi@tra konsumen dan pelaku

usaha.
2. Melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilenum.

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan: “Penyelesaiamgksta konsumen dapat
ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilardasarkan pilihan suka rela yang
bersengketa” Penjelasan Pasal 45 ayat(2) UUPK nekgma yaitu” penyelesaian
sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayatlak menutup kemungkinan
penyelesaian secara damai oleh para pihak yangrigksta. Penjelasan pasal 45 ayat (2)
yaitu Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimamaksilid pada ayat ini, tidak
menutup kemungkinan penyelesaian secara damai paeh pihak yang bersengketa.
Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakamlpsayan damai oleh kedua belah
pihak yang bersengketa. Yang dimaksud penyelessieara damai adalah penyelesaian
yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersstagielaku usaha dan konsumen)
tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaiagksg&a konsumen dan tidak
bertentangan dengan Undang UndamigDari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan
ada dua cara yang ditempuh untuk menyelesaikankstndconsumen yaitu melalui
peradilan dan penyelesaian diluar pengadilan (AtrivBru dan Sutarman Yodo, 2004
:234-237).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatwal g8 UUPK yang menentukan
bahwa penyelesaian sengkerta melalui pengadilangawenpada ketentuan tentang

pengadilan umum yang berlaku dengan memperhati&gentuan dalam pasal 45 di atas.
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Penunjukan Pasal 45 dalam hal ini, disebabkan kapemyelesaian konsumen melalui

pengadilan hanya dimungkinkan apabila:
a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian seéadgkasumen diluar pengadilan.

b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pdagadinyatakan tidak berhasil

oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yargehgketa.

Penyelesaian sengketa yang timbul dari dunia hisnesupakan masalah tersendiri
karena a para pelaku bisnis menghadapi sengké&tatiermaka akan berhadapan dengan
proses peradilan yang berlangsung lama dan menkariubiaya yang tidak sedikit,
sedangkan dalam dunia bisnis penyelesaian sengketey dikehendaki adalah
berlangsung cepat dan murah.

Sedangkan penyelesaian diluar pengadilan diatlandd@asal 47 UUPK yang
menentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumer giéngadilan diselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk damrnpasaanti rugi dan/atau
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidalanaterjadi kembali atau tidak akan
terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsomPenyelesaian sengketa diluar
pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sendé@isumen (BPSK). Walaupun
bukan suatu keharusan untuk ditempuh oleh konsurKeputusan BPSK sendiri
memiliki kekuatan hukum untuk memberikamockterapi bagi pelaku usaha yang nakal,
oleh karena keputusan tersebut dijadikan bukti pexam bagi penyidik. UUPK
memberikan kewewangan kepada BPSK untuk menjatub&aksi administratif kepada
pelaku usaha yang melanggar larangan-larangamtiertéedangkan mengenai pelaksaan
keputusan BPSK harus dimintakan penetapan eksglaca pengadilan (Gunawan
Wijaya, 2001:74).

Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilag gidaksanakan melalui BPSK
dikhususkan untuk konsumen perorangan yang menpkkselisihan dengan pelaku
usaha. Sifat penyelesaian sengketa yang cepahhnmemang sangat dibutuhkan oleh
konsumen. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh BR&kena diwajibkan untuk

menyelesaikan sengketa konsumen dalam jangka \2aKtari sejak gugatan diterima.
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Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang ldialalh Altenarive Dispute
Resolution ADR), dapat berupa arbitrase, mediasi, konsoliasigydipakai oleh UUPK.
Dalam dunis bisnis bentuk ADR yang populer dipak#ara lainGood Office, Mediation
dan Conciliation. Antara ketiga bentuk ADR ini biasanya merupakamgkaian
connected systemantara ketiganya saling berkaitan dan menempathkediasi
ditengahnya. Mekanisme berjalan sebgai berikut:

a. Good Office connected to mediatidengan sistem dan proses:
1) Para pihak lebih dahulu dianjurkan mencari pengédessendiri di antara mereka.

2) Pada tahapn mediator sebagai pihak ketiga yang netral belum ikut campu

tangan mengatur proses penyelesaian sengketa.

3) Sekiranya di antara pihak tercapai penyelesaiagketam kompromi, para pihak

menyampaikan kompromi tersebut kepada mediator.
4) A para pihak tidak mencapai penyelesaian komproakan

a) Proeses penyelesaian selanjutnya dilangsungkawalibhimbingan mediator

yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang netral.
b) Tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mehijdeputusan.

c) Dengan demikian sampai tercapai penyelesaian sekamgpromi tetap

diserahkan sepenuhnya kepada kehendak kedua hiegdh p

d) Sekiranya sama sekali tidak berhasil dicapai komprderarti sistem
penyelesaiangood office yang dikoneksikan dengan mediasi dianggap

mengalami jalan buntu dan prosesnya dihentikan.
b. Mediation connected to concilition.
1) Langkah pertama, sengketa diproses melalui caréatoedengan ketentuan:

a) Sejak tahap awal proses penyelesaian sengketapgzak didampingi

mediator sebagai pihak ketiga yang netral.
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b) A terjadi kompromi, hasil penyelesaian dijadikarbagai penyelesaian

kompromi Compromise Solutign
2) Sekiranya dalam mediasi tidak tercapai kompromianak
a) Proses pemeriksaan dilanjutkan melalui camaciliation.
b) Dalam hal ini mediator berubah fungsi dan kedudwetragaconciliator.

c) Sehubungan dengan itwciliator berwenang menyusun dan merumuskan

penyelesaian untuk diajukan dan ditawarkan kepadagihak.

d) Jika para pihak tidak menyetujui solusi yang dibcatiliator menjadi

resolution

e) Kalau para pihak tidak sepakat menerima dan mejwdiararti mediasi
yang di koneksitaskan dengan kosiliasi menghadap Jauntu dan proses

penyelesaian di hentikan.

Akan tetapi ketiga jenis ADRGood office, mediation dan conciliatiomasing-
masing dapat berdiri sendiri. Tidak mutlak bersidahnected(koneksitas). Jika para
pihak tidak menegaskan persetujuan tentang adaogeakgkitas antara ketiganya (M.
Yahya Harahap, 1997:178-179).

Kesulitan-kesulitan yang timbul a terjadi senglattara para pihak didalam transaksi
E-Commerceadalah menyangkut pilihan hukum yang akan ditexaplntuk dijadikan
dasar menyelesaikan sengketa tersebut. Masalabt¢rdapat dihindari jika para pihak
menentukannya dalam perjanjian diantara mereka emandhukum mana yang akan
diberlakukan dan pengadilan mana yang mereka piituk menyelesaikan sengketa
yang mungkin terjadi dikemudian hari. Masalah pilirhukum dan pilihan pengadilan ini
dapat terjadi karenaE-Commerce tidak saja dilakukan oleh pihak-pihak yang
berkedudukan di Indonesia saja, tetapi dapat di@mkuoleh pihak dari negara yang
berbeda.

Menurut hukum acara perdata Indonesia, a ada sengkemudian sengketa itu

diserahkan pada hakim untuk menemukan hukum demgaggunakan metode:
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a. Interprestasi analogis, penemuan hukum yang dikyara hakim dengan cara
memberikan penafsiran pada suatu peraturan hukungadememberi kias pada

kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengarhakumnya.

b. Interprestasi ekstensif, dikenal pembagian kalia y@aitu otentik dan dibawah
tangan, dibagi lagi atas akta dan bukan akta. Udapat diklasifikasikan dalam
bentuk tertulis, salah satu cara dengan mempuat out ataucopy dari pesan
yang masih berbentuk elektronik. Namun hukum Ind@nbelum memungkinkan

untuk melakukan cara ini (Riyeke Ustadianto,200%)1

PENUTUP

Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumedanda
transaksi jual beli melalui media internEtCommercgjuga berperan untuk memberikan
perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang miedaktransaksi, sebagaimana hak
tersebut tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Hak konsuma¢amm transaksE-Commerce
dapat beruparivacy, accuracy, propertydan accessibilitydalam penggunaadigital
signature.

Upaya hukum yang dapat di tempuh apabila terjadiprestasi dalam transaksi jual
beli melalui internet E-Commercg ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui
pengadilan yang dimungkinkan apabila para pihalardaperjanjian belum memilih
upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilanugtaya penyelesaian sengketa diluar
pengadilan tidak berhasil dan penyelesaian sengdlit@r pengadilan yang dapat
ditempuh melalui badan penyelesaian sengketa kamsufBPSK). Walaupun tidak
menjadi media yang harus di tempuh oleh konsumen palaku usaha untuk
menyelesaiakan perselisihan mereka. BPSK ini disubkan untuk menyelesaikan
sengketa itu dalam waktu 21 hari sejak gugatamititeselain melalui BPSK. Juga dapat

diselesaikan dengan cara arbitrase, konsiliasiuzdiasi.
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